U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN
Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X /2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan

memutus sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : AGUS PRIYONO

/{h No. KTP
{ o Alamat

N——-/

Tempat, Tanggal

Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Rakyat Adil
Makmur (PRIMA)
2) Nama : DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU
KIIK
No. KTP
Alamat

Tempat, Tanggal
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Nasional Partai Rakyat Adil Makmur
(PRIMA)



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) yang berkedudukan di Jl. Bacang
No. C310 RT 07 RW 06, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Kota
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada;

1. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

2. Desmihardi, S.H., M.H.

3. Zulham Effendi, S.H.

4. Togu Van Basten Hutapea, S.H.

5. Munathsir Mustaman, S.H., M.H.

6. Raka Gani Pissani, S.H., M.H.
7. Nibezaro Zebua, S.H.
8. Mangapul Silalahi, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 2022
untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama

disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-
BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi
Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober
2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) Tahun 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy’ari S.H., M.Si., Ph.D

2. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si

3. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom

4. Betty Epsilon Idroos, M.Si.

S.Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.

6. August Mellaz, S.E.



(<

~—"

7. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.

8. Eberta Kawima

9. Sigit Joyowardono

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.

17

28

32

Nur Syarifah

Melgia Carolina Van Harling
Mela Indria

Andi Krisna

Daryatun

Muhtar Said

Setya Indra Arifin

.Ahmad Wildan Sukhoyya
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27,

Edho Rizky Ermansyah
Muhammad Zaid
Mohammad Fadilah
Lugman Hakim

Aang Kunaifi

Tota Pasaribu

Fakhrul Huda

Sri Ampini

Juned

Pinto O. Barus

. Tri Juninisvianty
29.
30.
31.

Annette Lusy Handayani
Riyani Indriastuti

Chairunisa

. Yulie Fitria Setianti
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.

Anindita Pratitaswari

Rizka Threesea Khumala
Ayutya Triadindawathy
Mega Sonia Putri

An Nisaa’ Nurawalin Sulistyo
Herman Pamuji

Praise Juinta WSS
Muhammad Alwy Zain Holle
Meike Indriani

Nurul Huda

Diah Ayu Prabawatiningbudi



44. Dorothea Ajeng Puspitowati

45. Hifdzil Alim, S.H., M.H

46. Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum

47. Muhammad Adi Sunata, S.H

48. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H
49. Mohamad Khoironi, S.H., M.H

50. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H

Kesemuanya  berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing
berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol
Nomor 29 Jakarta Pusat dan The Mansion Bougenvile at Dukuh Golf
kemayoran Fontana BF 26G2, Jln Trembesi Blok D, Pademangan
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 48/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 17
Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/PY.01.1-
SU/07/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bertindak baik sendiri-sendiri
atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022
dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Oktober 2022
dengan Nomor Register 002 /PS.REG/BAWASLU/X/2022;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon,;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan



Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 20 Oktober

2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Sebagaimana dinyatakan pada permohonan a quo penyelesaian
sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon

menyampaikan permohonan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI VERSI TERMOHON

1. Bahwa Permohonan a quo pada pokoknya diajukan oleh Pemohon
pada Bawaslu sehubungan tindakan Termohon dalam
menetapkan atau menerbitkan BERITA ACARA NOMOR:
232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi
Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal
13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)
beserta LAMPIRAN (Vide: Bukti P-1), yang pada pokoknya
menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam
Verifikasi Administrasi Partai Politik, sehingga Pemohon tidak
dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Sublampiran XXIV.1. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum, tanggal 13 Oktober 2022, Pemohon dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai
Politik, sesuai tabel di bawah ini: (Vide: Bukti P-1)



B . o Verifikasi
Nama Partai Verifikasi Status Akhir
NO i Administrasi
Politik Administrasi i (MS/TMS)
Perbaikan
(1) (2) (3) (4) {5)
Partai Rakyat
1.
Adil Makmur BMS ™S b
Jakarta, 13 Oktober 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
2 Hasyim Asy'ari (Ketua)
2. Betty Epsilon Idroos (Anggota)
3. Mochammad Afifuddin (Anggota)
4. Parsadaan Harahap (Anggota)
5. Yulianto Sudrajat (Anggota)
6. Idham Holik (Anggota)
T August Mellaz (Anggota)
3. Bahwa sesuai Sublampiran XXIV.2. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Hasil Verifikasi

| Sublampiran XXIV.1, MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL I

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (Vide: Bukti
P1), Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada

beberapa Jenis dokumen sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2

sebagai berikut:

| Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL

|

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRAS|I PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

Hasil
No Jenis Dokumen it i Keterangan
Administrasi
Perbaikan
(1) (2) (3) (4)
1. | Berita Negara  Republik Indonesia  yang MS
menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai
Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan
Negara Republik Indonesia
2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri MS
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia
3. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat Ms
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
vang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia dan telah
menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan
| a. Nama dan jabatan pengurus Partal Politik tingkat MS
‘ pusat
5. Keputusan Pimpinan Partal Politik tingkat pusat TMS Terlampir pada
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Sublampiran
provinsi XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
| PARPOL
| 6. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat T™MS Terlampir pada

provinsi

Sublampiran
XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VER




Hasil

No. Jenis Dokumen varis] Keterangan
Administrasi
Perbaikan
(1) (2) (3) (4)
PARPOL
7. | Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat TMS Terlampir pada
atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Sublampiran
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat XXIV.3. MODEL
kabupaten/kota BA.REKAP.VER
| MIN.KPU-
PARPOL
8. |Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat T™MS Terlampir pada
kabupaten/kota Sublampiran
XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
PARPOL
9. | Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat TMS Terlampir pada
atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Sublampiran
tentang kepengurusan Partai Politik tingkat XXIV.3. MODEL
kecamatan BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
PARPOL
10. | Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat TMS Terlampir pada
kecamatan Sublampiran
XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
PARPOL
11. |Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus TMS Terlampir pada
Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan Sublampiran
kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- XXIV.5. MODEL
KANTOR.TETAP-PARPOL BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
PARPOL
12. |Surat keterangan tentang pendaftaran nama, MS

lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari

menteri yang menyelenggarakan urusan




Hasil
No. Jenis Dokumen Veraﬁkasn Keterangan
Administrasi
Perbaikan
(1) (2) (3) (4)
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia
13. | Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik MS
berwarna
14. | Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama T™MS Terlampir pada
Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Sublampiran
kabupaten/kota XXIV.5. MODEL
BA.REKAP.VER
MIN.KPU-
PARPOL
Jakarta, 13 Oktober 2022
KOMIS| PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Hasyim Asy'ari (Ketua) oo cieeerens
2, Betty Epsilon Idroos (Anggota)
3. Mochammad Afifuddin (Anggota)
4, Parsadaan Harahap (Anggota)
5. Yulianto Sudrajat (Anggota)
6. Idham Holik (Anggota)
7. August Mellaz (Anggota)

4. Bahwa sesuai tabel Sublampiran XXIV.2. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Hasil Verifikasi
Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (Vide: Bukti P-

1), pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis

dokumen sebagai berikut:

4.1

4.2
4.3

4.4

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai
dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat kabupaten/kota

Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat




kabupaten/kota
4.5 Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai
dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat kecamatan
4.6 Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
4.7 Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai
Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
menggunakan formulir MODEL Fe KANTOR.TETAP-PARPOL
4.8 Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik

tingkat Pusat, provinsi,dan kabupaten/kota

5. Bahwa setelah memeriksa BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-
BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi
Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober
2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta
LAMPIRAN, terdapat 8 (delapan) jenis dokumen yang dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon setelah Pemohon
melakukan penelusuran terhadap Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dan Sub Lampiran XXIV.5.
MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada kenyataannya 8
(delapan) jenis dokumen yang dimaksud telah Memenuhi Syarat
(MS), sehingga Pemohon berhak mengikuti Proses Verifikasi
Faktual Partai Politik Peserta Pemilu;

6. Bahwa Pemohon juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
dalam verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan
Termohon. Berdasarkan = Sublampiran  XXIV.4. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Pemohon dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan pada 22 Provinsi, sebagai
berikut:

Tabel 3
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
(PRIMA) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
(Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)



Keanggotaan
Batas
Minimal
Tingkatan 1.000 Jumlah | |
" umla umla
No | Provinsi/Kabupaten/ atan Anggota N . N .
nggota nggota
Kota 1/1.000 yang - e
MS TMS
orang dari | diajukan
Jumlah
Penduduk
1 ACEH
1. ACEH BARAT DAYA | 154 276 132 144
2. ACEH BESAR 408 805 291 514
3. ACEH UTARA 594 1377 249 1128
4. GAYO LUES 102 141 91 50
5. KOTA BANDA ACEH | 252 322 248 74
AN
] 6. KOTA 191 326 117 209
LHOKSEUMAWE
7. NAGAN RAYA 173 273 134 139
8. PIDIE 436 668 284 384
9. PIDIE JAYA 160 367 139 228
2 DKI JAKARTA
1. JAKARTA TIMUR 1000 1625 895 730
3 JAWA BARAT
1. BEKASI 1000 1379 985 394
2. BOGOR 1000 2254 703 1551
3. CIAMIS 1000 546 416 130
4, KOTA BOGOR 1000 1260 954 306

10




5. KOTA 732 623 491 132
TASIKMALAYA

6. SUBANG 1000 1328 988 340
JAWA TENGAH

1. BANYUMAS 1000 1317 816 501
2. BATANG 808 1111 705 406
3. DEMAK 1000 1388 967 421
4. JEPARA 1000 1292 885 407
5. KARANGANYAR 936 1230 824 406
6. KOTA 316 427 314 113
PEKALONGAN

7. KUDUS 867 1332 693 639
8. PATI 1000 1340 980 360
9. PEMALANG 1000 1838 916 022
10. PURWOREJO 799 1101 685 416
11. REMBANG 647 884 594 290
12. SRAGEN 1000 1360 918 442
13. SUKOHARJO 898 1210 763 447
14. TEGAL 1000 1736 786 950
15. WONOGIRI 1000 1291 956 334
JAWA TIMUR

1. LUMAJANG 1000 1543 970 973
2. MAGETAN 690 1111 985 526
3. NGANJUK 1000 1462 902 560
4. NGAWI 897 1201 887 314

11




5. PASURUAN 1000 1239 920 319
6. SIDOARJO 1000 1447 980 467
7. SUMENEP 1000 617 479 138
8. TULUNGAGUNG 1000 1333 881 452
KALIMANTAN BARAT

1. KAYONG UTARA 129 221 92 129
2. KUBU RAYA 611 881 475 406
3. LANDAK 405 624 315 309
4. MELAWI 210 455 38 417
5. SANGGAU 490 1138 412 726
KALIMANTAN

SELATAN

1. HULU SUNGAI 234 431 224 207
SELATAN

2. HULU SUNGAI 263 540 51 489
TENGAH

3. HULU SUNGAI 232 427 118 309
UTARA

4. KOTA 673 1066 636 430
BANJARMASIN

5. KOTABARU 326 683 230 453
6. TABALONG 2350 661 126 534
7. TANAH BUMBU 329 637 218 419
8. TANAH LAUT 349 634 266 368
9. TAPIN 191 369 185 184
KALIMANTAN

TENGAH

12




BARAT

1. BARITO SELATAN 133 183 128 55
2. BARITO UTARA 158 271 65 206
3. KAPUAS 412 594 380 214
4. KOTAWARINGIN 267 376 223 153
BARAT
5. KOTAWARINGIN 417 942 366 176
TIMUR
6. MURUNG RAYA 112 176 79 97
9 KALIMANTAN TIMUR
1. BERAU 254 506 182 324
2. KOTA BALIKPAPAN | 705 1320 354 966
3. KOTA SAMARINDA | 826 1127 785 342
4. KUTAI 742 1643 641 1002
/ KARTANEGARA
5. KUTAI TIMUR 425 667 316 351
6. PENAJAM PASER 186 315 114 201
UTARA
10 | KEPULAUAN RIAU
1. BINTAN 166 413 143 270
2. KARIMUN 261 570 238 332
3. KOTA BATAM 1000 1234 969 265
11 | LAMPUNG
1. LAMPUNG 1000 1284 959 325
SELATAN
2. PESISIR BARAT 165 169 116 53
3. TULANG BAWANG | 291 423 280 143

13




(=)

12 | MALUKU
1. BURU 137 176 123 53
2. KOTA AMBON 352 515 249 266
3. SERAM BAGIAN 213 441 42 398
BARAT

13 | MALUKU UTARA
1. HALMAHERA 137 375 38 337
BARAT
2. HALMAHERA 233 443 213 230
SELATAN
3. KEPULAUAN SULA | 107 192 96 96
4. PULAU MOROTAI 78 L1l 11 100

14 | NUSA TENGGARA

\; BARAT

1. BIMA 333 699 474 225
2. DOMPU 242 434 208 226
3. LOMBOK BARAT 725 953 721 231
4. LOMBOK TENGAH 1000 1309 949 360

15 | PAPUA
1. ASMAT 109 209 94 115
2. BIAK NUMFOR 147 223 144 79
3. DEIYAI 92 199 52 147
4. DOGIYAI 116 282 40 242
S. INTAN JAYA 137 335 75 260
6. JAYAPURA 172 364 43 321
7. JAYAWIJAYA 274 555 170 385

14




(<)

8. LANNY JAYA 202 421 36 385
9. MERAUKE 231 340 172 168
10. MIMIKA 312 413 301 112
11. NDUGA 111 259 62 197
12. PANIAI 122 328 59 269
13. PEGUNUNGAN 112 270 18 252
BINTANG
14. PUNCAK 177 336 113 223
15. SARMI 42 68 40 28
16. TOLIKARA 251 517 94 423
17. YAHUKIMO 355 817 156 661
18. YALIMO 104 248 41 207

16 | RIAU
1. INDRAGIRI HILIR | 653 836 508 328
2. KAMPAR 799 1490 364 1126
3. KOTA DUMAI 324 477 265 212
4. KUANTAN SINGINGI | 340 432 271 160
5. PELALAWAN 382 810 13 797
6. SIAK 453 667 408 259

17 | SULAWESI SELATAN
1. GOWA 769 1218 548 670
2. KOTA PARE PARE | 154 332 23 309
3. LUWU UTARA 330 444 285 159
4. MAROS 389 564 341 223
5. PINRANG 408 604 238 366

15




(@

6. SOPPENG 238 431 a9 332

7. TAKALAR 305 379 300 79
18 | SULAWESI TENGAH

1. BANGGAI 370 702 275 427

2. BUOL 151 336 S50 286

3. DONGGALA 307 574 143 431

4. MOROWALI UTARA | 127 370 23 547

5. PARIGI MOUTONG | 452 776 224 552

6. POSO 249 533 243 290

7. SIGI 259 408 221 187

8. TOJO UNA UNA 167 364 110 254

9. TOLI TOLI 224 396 155 241
19 | SULAWESI UTARA

1. BOLAANG 73 164 52 112

MONGONDOW

SELATAN

2. BOLAANG 89 163 70 93

MONGONDOW TIMUR

3. MINAHASA 344 605 252 353

4. MINAHASA 240 9957 215 342

SELATAN

5. MINAHASA 119 199 90 109

TENGGARA

6. MINAHASA UTARA | 224 444 153 291
20 | SUMATERA BARAT

1. KOTA 142 208 136 72

PAYAKUMBUH

16




2. KOTA SOLOK 77 138 76 62
3. SIJUNJUNG 241 376 193 183
4. TANAH DATAR 375 580 308 272
21 | SUMATERA SELATAN
1. BANYUASIN 823 1969 687 1282
2. KOTA PALEMBANG | 1000 1334 997 337
3. KOTA 198 271 193 78
PRABUMULIH
4. LAHAT 436 817 349 468
5. MUARA ENIM 601 1547 456 1091
6. MUSI RAWAS 410 814 260 554
7. MUSI RAWAS 195 313 117 196
UTARA
/
8. OGAN ILIR 425 549 384 165
9. OGAN KOMERING 739 957 692 265
ILIR
10. OGAN KOMERING | 651 1313 648 665
ULU TIMUR
22 | SUMATERA UTARA
1. KOTA 137 198 129 69
GUNUNGSITOLI
2. LABUHANBATU 325 510 309 201
SELATAN
3. LANGKAT 1000 1614 47 867
4. MANDAILING 490 1186 348 838
NATAL
5. SERDANG 669 792 653 139

17




BEDAGAI

6. TAPANULI SELATAN | 315 683 239 444

A.Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran terhadap
Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL,
BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), terdapat kesalahan dan/atau

ketidaktelitian terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan

oleh Termohon.

PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN PEMOHON DINYATAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) OLEH TERMOHON

B. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh

Pemohon terdapat kesalahan dan/atau ketidaktelitian Termohon

l diumumkannya hasil verifikasi administrasi Partai Politik oleh

/ $\ selama berlangsungnya proses verifikasi administrasi hingga
S

Termohon sebagai berikut:

9.1 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

9.2

pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi,
sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS) semua (Vide: Bukti P-1), namun dalam Sublampiran
XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA
ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik
tingkat provinsi sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS) semua (Vide: Bukti P-1), namun dalam Sublampiran
XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA
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9.3

9.4

9.5

ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai
Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-
Parpol, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua (Vide: Bukti
P-1), namun dalam  Sublampiran XXIV.2. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol @ pada BERITA ACARA
NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi
Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik
tingkat kabupaten/kota, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, hanya terdapat
permasalahan di Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab.
Pasangkayu, Sulawesi Barat. Syarat keterpenuhan nama dan
jabatan pengurus pada Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab.
Pasangkayu, Sulawesi Barat telah Memenuhi Syarat (MS)
(Vide: Bukti P-10a), akan tetapi dalam Sublampiran XXIV.2.
MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA ACARA
NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi
Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, sesuai
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9.6

9.7

Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol
hanya terdapat permasalahan pada Kec. Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan Kec. 2 x 11 Enam
Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Permasalahan di kedua kecamatan ini secara material tidak
mempengaruhi keterpenuhan syarat 50% kecamatan dalam
kabupaten/kota, sehingga tetap dapat Memenuhi Syarat (MS)
(Vide: Bukti P-11), akan tetapi dalam Lampiran II BERITA
ACARA  NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon
Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik
tingkat kecamatan, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol ditemukan permasalahan
pada Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB, Kec. Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Kec. 2 x 11 Enam
Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat,
Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara, Kec.
Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara (Vide: Bukti P-
1). Setelah dilakukan penelusuran oleh Pemohon pada SIPOL
kesemuanya Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-12a), akan
tetapi dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR:
232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-
KANTOR.TETAP-PARPOL, sesuai Sublampiran XXIV.S.
MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, kesemuanya
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-1), akan
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tetapi dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol BERITA ACARA NOMOR:
232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.8 Sedangkan tentang Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor
rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, sesuai Sublampiran XXIV.5. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan
permasalahan pada Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.
Secara umum harusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
walaupun tanpa Kab Dharmasraya karena syarat 75 % telah
terpenuhi oleh Pemohon sebagaimana Sublampiran XXIV.3.
MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (Vide: Bukti P-14),
namun dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR:
232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil
Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

G. Bahwa terhadap verifikasi administrasi keanggotaan Pemohon

juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon
dalam Verifikasi Administrasi Keanggotaan pada 22 Provinsi
sebagaimana yang terdapat dalam Sublampiran XXIV.4. MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, BERITA ACARA NOMOR:
32/PL.01.1-SA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi
Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal
13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL). Akan
tetapi, setelah dilakukan penelusuran oleh Pemohon, ternyata
terdapat kesalahan dan/atau ketidaktelitian Termohon dalam
melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Dengan demikian,

seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
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H. Bahwa dari uraian permasalahan diatas tergambar jelas bahwa

dalam proses Verifikasi Administrasi Partai Politik yang berujung
pada penetapan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-
BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi
Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober
2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran
tersebut, dilakukan oleh Termohon secara tidak cermat, tidak
jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional, sehingga
menyebabkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
dan tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik
untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun
2024;

Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon dalam
menetapkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022,
Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL
BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, yang pada
pokoknya menyatakan atau menetapkan bahwa Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik untuk

selanjutnya akan diuraikan pada bagian alasan Permohonan.

ALASAN - ALASAN PERMOHONAN
1. TENTANG SIPOL

1. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022
dan diserahterimakan kepada Partai Politik, peraturan teknis
(PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai
Politik belum diterbitkan sehingga acuan pendaftaran Partai
Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak
memiliki panduan tetap karena PKPU No. 4 Tahun 2022
Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru ditetapkan pada
tanggal 20 Juli 2022;

2. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022
dan diserahterimakan kepada Partai Politik guna pengisian

dokumen persyaratan terdapat system error sejak 24 Juni
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